BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik
masyarakat dalam mengembangkan kehidupan
demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang
bertanggung jawab;

bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran
administrasi kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mendapatkan dari
bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Kepada Partai Politik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Menetapkan :

dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Barat, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bangka
Barat, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

11.

12.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diberikan secara proporsional kepada partai politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten yang penghitungannya didasarkan
atas jumlah perolehan suara, dengan  prioritas
penggunaan untuk pendidikan politik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya
disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus
partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK,
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian
bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur yang
dilakukan seseorang yang kompeten dan independen
untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian
informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menduduki
jabatan disusunan pengurus Partai Politik sesuai dengan
AD dan ART Partai Politik masing-masing.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan
setiap tahun kepada Partai Politik yang mendapatkan
kursi di DPRD.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara proporsional yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara di tingkat daerah
yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan
keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi
Partai Politik yang mendapatkan kursi (periode
sebelumnya).

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari
APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan
nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode
berkenaan.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan
Pasal 4

(1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada
Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan
keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah (cabang)
Partai Politik tingkat Daerah kepada Bupati.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
tingkat Daerah.

Pasal 5

(1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan
administrasi sebagai berikut :

a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu
oleh KPUD;

b. susunan kepengurusan Partai Politik yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang;

rekening kas umum Partai Politik;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai
Politik; dan

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan
bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

o 0

(2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim
verifikasi.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pasal 6

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum
Partai Politik tingkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.



(1)

(2)

(3)

(1)

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan
sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik
dan operasional sekretariat Partai Politik.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari APBD.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai
Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh
persen).

Pasal 8

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

b. meningkatkan  partisipasi politik dan inisiatif
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; dan

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan
membangun  karakter bangsa dalam = rangka
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, @UUD 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, dan Negara  Kesatuan Republik
Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga
negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya
politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang
dan berkelanjutan.

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun
etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 9

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 berkaitan dengan :

oo

administrasi umum;
berlangganan daya dan jasa;
pemeliharaan data dan arsip; dan
pemeliharaan peralatan kantor.



BAB YV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber
dari dana bantuan APBD.

(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik
wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan
keuangan APBD.

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
yang bersumber dari dana bantuan APBD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) wajib disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit paling lambat 1
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Partai Politik
paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif
berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan
hasil audit diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD diberikan terhitung sejak
diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu.

(2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya
keanggotaan DPRD hasil Pemilu sampai dengan sisa
waktu tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD,
pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun
setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2012
BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E



